PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL
KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa sebagai dasar penentu Standar Harga Satuan
Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 31 Tahun
2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional
Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor
67 Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Kesehatan
Kabupaten Gresik, Nomor : 050/631/437.52/2024,
Perihal : Usulan Tambahan SBU Dinas Kesehatan TA
2024 dan 2025, Tanggal 20 Mei 2024 dan Nota Dinas
dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Gresik, Nomor : 050/346/437.13/2024,
Perihal : penyampaian Usulan Standar Harga Satuan
Biaya Operasional APBD TA. 2024 dan 2025, Tanggal
20 Mei 2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023
tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional
Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024;



Mengingat

1.

-0 -

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi
Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam
Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19) Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256);



5.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);



Menetapkan

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020
tentang Penyetoran luran Jaminan Kesehatan Bagi
Pekerja Penerima Upah Di Lingkungan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1135);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten
Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Tahun 2021
Nomor 13);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023
Nomor 3);

17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 31 Tahun 2023
tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional
Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Gresik Tahun 2023 Nomor 31) sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati
Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang
Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2023 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA
OPERASIONAL KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.



Pasal I
Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Gresik Nomor 31
Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya
Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Gresik Tahun 2023 Nomor 31) sebagaimana telah diubah:
1. Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31
Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya
Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 49); dan
2. Peraturan Bupati Gresik Nomor 67 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan
Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 67).
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 5 Juni 2024

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI
Diundangkan di Gresik
pada tanggal 5 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 35




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31
TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL
KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KODE BIAYA
KOMPONEN URAIAN SPESIFIKASI SATUAN (Rp) KET
BEBAN
1 2 3 4 5 6
5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniawan
5.1.02.02.01. | Penceramah/ Dalam Orang/ 2.500.000 | Baru
0013 Mubaligh Kabupaten Kali
5.1.02.02.01. | Penceramah/ Luar Kabupaten Orang/ 5.000.000 | Baru
0014 Mubaligh Kali
5.1.02.02.01. | Penceramah/ Tingkat Orang/ 50.000.000 | Baru
0015 Mubaligh Nasional Kali
5.1.02.02.01. | Penceramah/ Tingkat Orang/ 150.000.000 | Baru
0016 Mubaligh Nasional Kali
bersama Crew
KODE BIAYA
KOMPONEN URAIAN SPESIFIKASI SATUAN (Rp) KET
BEBAN
1 2 3 4 5 6
5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan
5.1.02.02.01. | Jasa Tenaga Dokter Spesialis Orang/ 60.000.000 Baru
0045 Kesehatan Non | di RSUD Bulan
ASN Umar Mas’ud
5.1.02.02.01. | Jasa Tenaga Dokter Spesialis Orang/ 15.000.000 Baru
0046 Kesehatan Non | RSUD Gresik Bulan
ASN Sehati

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI




